SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu

kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan
kesinambungan upaya pencegahan dan
pemberantasan  tindak pidana korupsi perlu
pengaturan mengenai pengisian keanggotaan

sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan
sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

d. bahwa . ..
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d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk mengatasi timbulnya kegentingan yang
diakibatkan terjadinya kekosongan keanggotaan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasall. ..
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Pasal I

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250), diubah dengan menambahkan 2 (dua) pasal

di antara Pasal 33 dan Pasal 34 yakni Pasal 33A dan

Pasal 33B, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 33A

Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah
kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat
anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi sejumlah jabatan yang kosong.

Anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak
yang sama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi.

Calon anggota sementara  Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
kecuali huruf e yang berkaitan dengan syarat usia

setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.

(4) Pengangkatan . . .
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(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan

oleh Presiden.

(5) Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi menyangkut Ketua, Ketua

sementara dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

(6) Sebelum memangku jabatan, Ketua sementara dan
Wakil Ketua sementara Komisi Pemberantasan
Korupsi wajib mengucapkan sumpah /janji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 33B

Masa jabatan anggota sementara Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33A ayat (1) berakhir pada saat:

a. anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang
digantikan karena diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

diaktifkan kembali; atau

b. pengucapan sumpah/janji anggota Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang baru setelah dipilih
melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (2).
Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
- REPUBLIK INDONESIA

RN\lenteri Sekretaris Negara
gRPerundang-undangan,
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I.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UMUM

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang
mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari
kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri
atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya

adalah pejabat negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dipimpin kurang dari 3 (tiga)
orang Komisioner. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja secara kolektif.

Untuk tetap mempertahankan keberlanjutan kepemimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan pengisian kekosongan
keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara cepat agar
tidak menghambat proses pemberantasan korupsi. Di samping itu,
pengisian keanggotaan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi sangat
diperlukan untuk tetap menjamin kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

sebagai lembaga negara.

Berdasarkan . ..
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemilihan dan penetapan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui seleksi dan
penilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hasilnya
disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan, namun mekanisme

tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Apabila tidak dilakukan pengisian kekosongan keanggotaan Komisi
Pemberantasan Korupsi secara cepat akan berdampak pada menurunnya
kredibilitas Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh
karena itu, wuntuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam
pemberantasan korupsi serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang, Presiden sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 33A
Cukup jelas.

Pasal 33B
Cukup jelas.

Pasal I1
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5661
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